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LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA
TRIBULAN Iv TAHUN 2022

BAB |
PENDAHULUAN

Seécara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan Perwujudan sikap yang
akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan selain
untuk  mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan juga untuk
menggambarkan efisiensi, efektifitas dan akuntabelitas bagian pengembangan
kinerja terhadap Pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
Pada laporan kinerja tahun 2022 tribulan 111 ini disajikan beberapa kondisi, baik
yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian
kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten
purbalingga sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja dinas penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purbalingga dengan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016,
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30), selanjutnya ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Purbalingga
DPMPTSP mempuyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
a. Sub Urusan Pengembangan |klim Penanaman Modal Yaitu -

1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang

menjadi kewenangan daerah:

2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.

b. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan promosi

penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah:




. Sub Urusan Pelayanan Perizinan yaitu Pelayanan perizinan dan non perizinan

secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah:

Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu pengendalian
penanaman pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

. Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu pengelolaan

data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat
daerah.

Selain itu DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan sebagaimana tersebut diatas DPMPTSP mempunyai fungsi :

1.

perumusan kebijakan bdang Penanaman Modal dan menyelenggarakan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

pelaksanaan  koordinasi kebijakan  bidang Penanaman Modal dan
menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

- pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan
menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;

6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD: dan

7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati



BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Indikator Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Purbalingga dengan Bupati Purbalinga memuat 2 (dua) sasaran kinerja Utama

dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan progam,

sasaran yang telah ditetapkan dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

No Uraian Indikator Satuan Target
Sasaran
Meningkatnya Daya Tarik —_ e ; .
Investasi di Daerah Nilai Realisasi Investasi rupiah 813.000.000.000
: : Nilai Sistem Akuntabilitas
m;z:’:‘%l;atgzi Wpals: Kinerja Instansi Pemerintah Nilai 71,35
9 (SAKIP)
PROGRAM
PROGRAM PENUNJANG
| URUSAN PEMERINTAH L Temen HLe'.“‘t’.aga Pengawas | arsen 100
DAERAH ang inaakianjuti
KEGIATAN
. Kegiatan Perencanaan Persentase Ketersediaan Dokumen
Penganggaran dan evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja | persen 100
kinerja perangkat daerah Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN
Penyusunan dokumen ]
1 | perencanaan perangkat ;irAsusunya Ogkumen: Benjs: dan dokumen 2
daerah
T Jumlah Dokumen Evaluasi yang
2 | Evaluasi kinerja perangkat tersusun  (LKPJ, LPPD, LKIiP, | dokumen 5
daerah
Laporan Aset, RB,)
KEGIATAN
b Kegiatan Administrasi Persentase Temuan Pengelolaan 100
Keuangan Perangkat Daerah Anggaran Yang di Ditindaklanjuti persen
SUB KEGIATAN
. . . Jumlah ASN vyang Gaji dan
1 :gf;qyedlaan gaji dan tunjangan Tunjanganya  Terbayar  Tepat bulan 12
Waktu
3




Penyediaan administrasi

Jumlah  Kunjungan Lapangan/
Survey / Koordinasi/ Undangan/

lak n tuaas ASN SKPD  Dalam  Daerah  dan bulan 12
pelaksanaan tug Tersedianya Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Tersusunya  Laporan  Realisasi bulan 12
Akuntansi SKPD Anggaran
KEGIATAN
Kegiatan Administrasi Barang | Persentase Pengelolaan
Milik Daerah pada Perangkat Administrasi Aset Milik Daerah persen 100
Daerah Sesuai Ketentuan
SUB KEGIATAN
Penatausahaan Barang Milik Tersedianya Administrasi Aset o 12
Daerah Milik Daerah
KEGIATAN
Kegiatan Administrasi Umum Persentase Ketersediaan - 100
Perangkat Daerah Administrasi Umum P
SUB KEGIATAN
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan Tersedianya Perlengkapan Listrik bulan 12
bangunan kantor
Penyediaan bahan: logistik Tersedianya Bahan Logistik Kantor bulan 12
kantor
Penyediaan bahan bacaan tersedianya Bahan Bacaan (koran,
dan peraturan perundang- bulan 12
undangan peraturan perundangan)
Penyelenggaraan rapat .
koordinasi dan konsuitasi ;ersetduanya Jamsan Tamu dan bulan 12
SKPD pa
Dukungan Pelaksanaan : : ;
Sistem Pemerintah Berbasis ;er;ed'.a";aki'“e.r: Pemerintah bulan 12
Elektronik pada SKPD erbasis Hektront
KEGIATAN
Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase jasa penunjang urusan
Penunjang Urusan Pemerintah pemerintahj daerah lang persen 100
Daerah
SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Pelayanan Umum bul 12
Umum Kantor Kantor S
Penyediaan jasa surat Tersedianya Perangko, dan Jasa bul 12
menyurat Pos/ Pengiriman dian
Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Air, listrik dan Jasa bul 12
sumber daya air dan listrik komunikasi S
Penyediaan jasa peralatan dan | Tersedianya peralatan dan bulan 12

periengkapan kantor

perlengkapan kantor

KEGIATAN




Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah

Persentase Pemeliharaan Barang

PENANAMAN MODAL

Penunjang Urusan Pemerintah | Milik Daerah daaae 100
Daerah
SUB KEGIATAN
Penyediaan jasa
peme:!:araan, b'a.yi d Terpeliharanya Kendaraan Dinas
pemelinaraan, pajak dan (ganti oli, suku cadang dil), dan bulan 12
perizinan kendaraan dinas dan Sl Pajak Kendaran Dinas
perizinan kendaraan dinas citayalanrae fafl tin
operasional atau lapangan
Pemeliharaan peralatan dan . .
mesin lainya Terpeliharanya Peralatan Kerja bulan 12
PROGRAM
PROGRAM
Il PENGEMBANGAN [KLIM Score Iklim Usaha point 78,30
PENANAMAN MODAL
KEGIATAN
Kegiatan Penetapan
Pemberian Fasilitasi /Insentif ; . .
Dibidang Penanaman modal Ti'::f:"ya regulasi - pemberian jumlah 0
yang menjadi kewenangan n
daerah kabupaten/ kota
SUB KEGIATAN
Penetapan kebijakan daerah
mengenai pemberian fasilitasi / Tersusunnya dokumen regulasi Y 0
insentif dan kemudahan penanaman modal et
penanaman modal
Evaluasi Pelaksanaan Tersusunya Laporan Evaluasi
Pemberian Fasilitasi/Insentif Pelaksanaan Pemberian 83
dan Kemudahan Penanaman Fasilitasi/Insentif dan persen
Modal Kemudahan Penanaman Modal
KEGIATAN
Pembuatan Peta Potensi Cakupan Sektor Usaha Terpetakan it 1
Investasi Kabupaten/ Kota Menurut Potensi N
SUB KEGIATAN
Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah Jumiah Dokumen RUPM jumlah 1
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Peta Potensi dan Jumiah Sektor Usaha Jainksh
Peluang Usaha Kabupaten/ Terpetakan  sampai dengan amia 5
Kota tahun N sub sektor
PROGRAM
PROGRAM PROMOSI . . . )
1] Jumlah kepeminatan investasi investor 2

KEGIATAN




Kegiatan Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal jumiah investor yang melakukan investor 10
yang Menjadi Kewenangan orientasi Investasi
daerah kabupaten/ kota
SUB KEGIATAN
Penyusunan strategi promosi Penyusunan kebijakan Promosi Kebiiakan 1
penanaman modal Penanaman Modal )
Pelaksanaan kegiatan promosi Jumlah Kegiatan Profiios '
penanaman modal daerah P n Modal Jenis 3
kabupaten / kota el
PROGRAM
Y, PROGRAM PELAYANAN Indeks Pelayanan Publik Bidang Point 305
PENANAMAN MODAL Investasi on '
KEGIATAN
Kegiatan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan secara ; -
p . I
remedu Sat Pint i Bidang | [T Perenan dun e |
Penanaman Modal yang DPMPTSP yang ¥ £
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN
t'::;;:gi;:rr‘i z’?:laanytaig?\nnon Jumlah Jenis Perizinan dan Non
perizinan berbasis sistem ;e:lzman Y: n'g Ter':yam bBerba;'s Jenis 124
pelayanan perizinan berusaha Ts,em 'eayanal s Pj'r(usa -
terintegrasi secara elektronik erintegrasi Secara Elektroni
Pemgntauan pgmenuhan Prosentase Dokumen Perizinan
komitmen perizinan dan non ang di Validasi Persen 83
perizinan penanaman modal yang
Senyediaar 'Iayanan kozsultasi Prosentase (%)  Penanganan
an pengelolaan pengaduan Layanan Konsultasi dan
masyarakat terhadap Persen 100
- Pengelolaan Pengaduan
pelayanan terpadu perizinan M Kat
dan non perizinan ayarka
Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya  Koordinasi  dan
Penetapan Pemberian Sinkronisasi Penetapan Pemberian Kali 83
Fasilitasi / Insentif Daerah Fasilitasi / Insentif Daerah
PROGRAM
Jumlah Kepatuhan Perusahaa
PROGRAM PENGENDALIAN | i Kepauhan Prushaan
L PELAKSANAAN Ke, igatan Ptenar?aman Modal humish 9
PENANAMAN MODAL e
(LKPM)
KEGIATAN
Kegiatan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Jumlah perusahaan yang —
Modal yang menjadi menyampaikan laporan kegiatan modal 216
Kewenangan Daerah penanaman modal (LKPM)
Kabupaten/Kota




SUB KEGIATAN

Koordinasi dan sinkronisasi

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi

pemantauan pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan Kali 7
penanaman modal Penanaman Modal
Koardinasi o RGOS Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
EOECTASE J8A SINNNSAn! Pembinaan Pelaksanaan penanam
pelibsaan pelaksanan Penanaman Modal (jumlah modal 2
penanaman modal -
perusahaan yang dibina)
L . L Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan .
pengawasan pelaksanaan Perariating Modal Gumiah kali 13
penanaman modal o
perusahaan yang dibina)
PROGRAM
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase data dan Informasi
Vi DATA dan SISTEM Perizinan dan Non Perizinan yang persen 23,39
INFORMASI PENANAMAN arsall dat !
MODAL ersaji secara update
KEGIATAN
Kegiatan Pengelolaan Data
dan Informasi Perizinan dan
Non Perizinan yang Persentase Data Yang Terintergrasi persen 23,39
terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN
Pengolahan, penyajian dan
pemanfaatan data dan
informasi pafizinan dan non Jumlah data yang terintegrasi jumlah 29

perizinan berbasis sistem
pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
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Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis
seagaimana di uraikan dalam perjanjian kinerja maka berikut adalah uraian capaian dari
masing-masnig sasaran strategis beserta indikatornya sebagai berikut :
- Meningkatnya iklim investasi dan pelayanan peizinan dengan indikator :
a. realisasi nilai investasi dari target sebesar Rp. 813.000.000.000 dengan realisasi
sebesar Rp.1.214.037.479.605 atau 149,33 %
b. pelaku usaha (PMA dan PMDN) yang beroperasi.dari target sebesar 813 unit
dengan realisasi sebesar 6.478 unit atau 796,80 %, jadi ada kelebihan realisasi
sebesar 5.665 unit atau 696,80 %;

2. Capaian Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan (PKPK)
Pengukuran kinerja Program dan Kegitan (PKPK) target dan realisasi kinerja dimana
untuk program khusus penilaian kinerja eselon 3 (tiga) sedangkan pada kegiatan adalah
untuk mengukur kinerja eselon 4 (empat) pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2022 tribulan Il :
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